BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/1"" /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI KABUPATEN BARITO

Menimbang

Mengingnl

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI BARITO SELATAN,

bohwao dolom rangkon melnkasanakan fungst BUD doan uantuk
keloncaran penatounahann Anggoaran Pendapatan dan Belanja
Daoerah (APBD) Kabupalen Barvito Selatan Tahuan Angearan
2023, nevtn berdnnarkon Pannd O Ayat (1) hoeat o dooe Pasal 10
Ayant (1) dan (2) wselaku PPRD  mengusuallkan Pejabat i
linglkungan SKPKD kepada Bupati antule ditetaplan sebagai
Kunsa BUD dan ditetaplaon dengan keputusan Bapati;

bohwno  berdanarkan  pertimboangan  sebagatmana dimakead
pada huraf o, perlu menetaplan Keputunan Buapati Barito
Selaton tentang Penunjulkan Pejubat Pengelola Keuangan
Duoernh, Bendohoarn Umum Dacrahy dan Kunnn Bendahara
Umum Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahuan Anggarcan
2020,

Undong-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (entang Penctapan
Undong-Undang Darurat Nomor 3 “Tahun 1953 tentang
Perpanjongnn Pembentukan Daerah Tinglaat 1 di Kalimantan:

Undang-Undang Nomor 17 ‘Tahun 2003 tentang Keunngan
Neginra,

Undang-Undang Nomor | Tuhun 2004 tentang
Perbendahorann Negara,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksonan
Pengelolann dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undung-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenting  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
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Kalimantan Tengah




Menetapkan

KESATU

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara
Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara
Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
berhalangan, maka sebagian tugas Bendahara Umum Daerah
dapat dilimpahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan
Pejabat lainnya yang ditetapkan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah
dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan melalui
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal € April 2023 |

Pj. BUPATI TO SELATAN,

LIS IYANA
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